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1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

Mengingat 

BUPATI KERINCI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 
ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi 
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 
2018; 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR TAHUN 2018 

TENT ANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA 
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI 
PROVINS! JAMBI 

ilham.anugrah
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor .140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintab, 
Pemerintab Daerab Provinsi, dan Pemerintaban 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab diu bah dengan 
Peraturan Pemerintab Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tabun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa: 

• 

! 
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15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2007 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupeten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telab beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2013 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 
5); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerab Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12); 

20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 26 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 26); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, 
PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASl DANA DESA, 
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa, dan Sadan Pennusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam Sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Menetapkan 



Pasal 2 
Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana 
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk: 
a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi 

penyelenggaraan kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal berskala 
Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah; 

b. memberikan acuan bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam 
pem binaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan 
alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan 

c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan 
pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan 
retribusi daerab. 

BAB II 
TUJUAN DAN PRINSIP 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 
rencana keuangan tah unan Pemerintahan Desa. 

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, anggaran dana perimbangan 
yang diterirna Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

1 J . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan desa adalah Kepala Desa, yang 
karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

l2. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PTPKD adalah adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa 
untuk melaksanakan pengelolaan Keungan Desa. 

13. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa 'yang membidangi urusan 
adminitrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. 

15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di 
bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa yang bertugas melaksanakan Kegiata Fisik/ lnfrastruktur dan penyedia 
barang dan jasa secara swakelola oleb Desa. 

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

17. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawratan 
Desa. 

• 

• 



(2) ADD dihitung berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; dan 
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. 
(3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a sebesar 90°/o (sembilan puluh per seratus) dari anggaran ADD Rabupaten. 

Pasal 7 
( 1) Perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa dilakukan menggunakan 

rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan. 

BAB VI 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN 

Pasal 6 
(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(2) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima 

Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
(3) Pengalokasian dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bertahap paling sedikit sebesar 
10°/o (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa. 

BABV 
PENGALOKASIAN 

Pasal 5 
(1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah 
APBD ditetapkan. 

(2) Infonnasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan 
penyusunan Rancangan APBDesa. 

(3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber 
dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan 
pengumumam yang ada dikantor Pemerintah Desa, untuk di akses masyarakat. 

(4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik 
wajib membuat papan kegiatan dan/ a tau prasati sederhana sebagai bahan 
jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan. 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupan ini meliputi: 
a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 
b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan 
c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 

BABfV 
INFORMASI 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan 
berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD 
dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 



Pasal 9 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10°/o (sepuluh per 
seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun 
sebelumnya. 

(2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. 60°/o (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; 

dan 
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan 

realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing. 

Bagian Kedua 
Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah 

Pasal 8 
Jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahunnya 
mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikaJikan jumlah desa 
dalam Kabupaten 

ADDm= 

ADDKab= Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten 

Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten 24= 

23= 

Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa 
Kabupaten 

Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk 
Kabupaten 

22= 

21 = 

Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah 
penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan 
tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten 
Rasio jumlah Angka Kemiskinan setiap desa terhadap angka 
kemiskinan Kabupaten 

Addp = 

ADDP = {0,25 *21} + {0,20 * 22) + (0,25 * 23) + (0,30 * 24) 
(Ddkab - Adkab) 

ADD = Addm + Addp 

,. 
(4) lndeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan 

geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
(5) Bobot penilaian masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b sebesar 10% (sepuluh per seratus) ditentukan sebagai berikut: 
a. 25% (dua puluh lima per seratus) untukjumlah penduduk Desa; 
b. 25% {dua pulub lima per seratus) untuk angka kemisk:inan Desa; 
c. 20% {dua pulub per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 
d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa. 

(6) Besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan menggunakan formula 
sebagai berikut: 



(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Tunjangan PTPKD, yang besarannya ditetapkan sebagai berikut: . 

Bagian Kedua 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

Pasal 13 
(1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut: 
a. belanja pegawai, dan 
b. belanja operasional. 

engan etentuan se agar e t: 
a. Kepala Desa Rp2. 000 .000 ,00 /bulan Kades/Pjs Kades 
b. Sekretaris Desa Rpl.400.000,00/bulan Non PNS 
c. Kepala Seksi Rp 1. 000. 000, 00 I bulan I org Maksimal 3 Seksi 
d. Kepala Urusan Rp850.000,00 / bulan/ org Maksimal 3 Kaur 
e. Kepala Dusun Rp600.000,00 /bulan/ ora 

Pasal 12 
(1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada 
ADD. 

(2) Dalam hal perbitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan. 

(3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintab Desa (PTAPD), di tetapkan 
d k b i beriku 

Bagian Kesatu 
PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA 

Pasal 11 
Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan perhitungan sebagai 
berikut: 
a. ADD yang berjumlah kurang dari RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

digunakan maksimal 60o/o (enam pulub per seratus); 
b. ADD yang berjumlah RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50°/o (lima 
puluh per seratus); 

c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 °/o (tiga 
puluh per seratus). 

Pasal 10 
( 1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada 

RKP Desa yang secara partisifatif disusun melalui musrenbang desa yang 
melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat. 

(2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada 
ayat (1) disusun dalam APBDesa. 

(3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk: 
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan 
c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

BAB VII 
ARAH PENGGUNAAN ADD 



Pasal 14 
(1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi: 
a. belanja Alat Tulis Kantor; 
b. belanja Perjalanan Dinas; 
c. sewa peralatan kantor; 
d. belanja perawatan Kendaraan Dinas; 
e. belanja Pakaian Dinas dan Pakaian non Dinas; 
f. biaya penyelenggaraan musyawarab desa; 
g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa; 
h. bantuan BBM Kepala Desa Rp200.000,00/tahun; 
1. pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bennotor untuk desa yang belum 

memiliki kendaraan dinas; 
j. biaya lomba desa; 
k. biaya MTQ tingkat desa; 
1. honorarium pengelola BUMDes bagi desa yang memiliki BUMDesa sebesar 

Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah). 
Catatan : Setiap Desa wajib membentuk BUMDesa dan melampirkan SK 
Pembentukan BUMDesa, AD/RT BUMDesa dan SK Pengelola BUMDesa. 

m. Biaya operasional panitia pemilihan Kepala Desa Serentak sebesar 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

n. Honorarium petugas pemungut sampah desa; 
o. Mengikuti BIMTEK atau Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat 

Pemerin tah Desa; 

(3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari 
Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD. 

(4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa 
setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah 
ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 
dan Pasal 16, dengan ketetapan digunakan untuk operasional BPD sebesar 
Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah). 

(5) Bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebesar Rp67 .350,00 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima 
puluh rupiah} per orang/bulan. 

d. An ota 
c. Sekretaris 
b. Ketua 

e. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (Tim Pengelola Kegiatan) dibayarkan 
selama 8 (delapan) bulan yang besarannya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Ketua BPD Ro500. 000,00 I bulan 
b. W akil Ketua BPD Ro350. 000 ,00 /bulan 
c. Sekretaris BPD Ro300. 000,00 /bulan 
d. Anzzota BPD Rp250. 000,00 /bulan 

b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan 
besaran sebagai berikut: 

d. An ota 
c. Bendahara 
b. Koordinator 



b. Bantuan Honorium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan 
berdasaran Surat Keputusan Kepala Desa dengan Ketentuan: 
1. Garim masjid dan garim mushola desa dengan besaran maksimal 

Honorium Rp150.000,00 {seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang 
diberikan tiap bulan. 

2. Da '1 Desa yang berasal dari Desa setempat, dengan besaran maksimal 
Honorium Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan. 

Ketua . Rp75.000,00/Bulan 
Wakil Ketua . Rp60. 000,00 /Bulan . 
Sekretaris Rp50.000,00/Bulan 
Bendahara Rp50.000,00 / Bulan 

Pasal 16 
(1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk 

menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan 
dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, lnsentif Garim 
Masjid dan Insentif Da '1. 

(2) Bantuan tunjungan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
diberikan dengan ketentuang sebagai berikut: 
a. Bantuan Honorium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan adat. 

Bagian Ketiga 
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

Pasal 15 
(1) Tata cara Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa, BPD lainnya 

mempedomani ketentuan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Kerinci. 

(2) Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Aparat Pemerintahan Desa dan 
Lembaga Masyarakat lainnya, dan untuk Kepala Desa ditandatangani oleh 
Kepala Desa dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat. 

(3) Surat Tugas Perjalan Dinas untuk anggota BPD · ditandatangani oleh Ketua 
BPD, dan untuk Ketua BPD ditandatangani oleh Ketua BPD dan Perjalanan 
Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat. 

(4) Tingkat Golongan Perjalanan Dinas untuk Aparat Pemerintah Desa dan BPD 
disamakan dengan tingkat Golongan Perjalan Dinas Pegawai Negeri Sipil 
Golongan F. 

p. Operasional dan honorarium petugas pengenterian data profil desa sebesar 
Rp200.000 per bulan; 

q. Honorarium Operator Sistem lnformasi Keuangan Desa (SISKEUDES) 
sebesar Rp200.000 per bulan; 

r. Insentif Ketua RT sebesar Rp300.000,00 per orang/bulan, diberikan bagi 
Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan 
Kepala Desa ten tang penunjukan Ketua RT); dan 

s. Kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa. 
(2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), meliputi: 
a. belanja Alat Tulis Kantor; 
b. belanja perjalanan dinas; 
c. belanja pakaian non dinas; 
d. belanja makan minum rapat; dan 
e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa. 



Pasal 19 
Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap I (kesatu) kepada 
Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk 
diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan: 
a. Rencana Kerja Pemerintab Desa yang telah diverifikasi Pendamping Desa; 
b. Peraturan Desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan 

dievaluasi oleh Camat; 
c. rencana Penggunaan Dana; 
d. rekomendasi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintaban Desa); 

e. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; 
f. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; 

Pagaraf 2 
Persyaratan Pengajuan 

Pasal 17 
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan 

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 
(2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa. 
(3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa 

dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Berrdahara Desa. 

Paragraf 1 
Tahapan Penyaluran 

Pasal 18 
(1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara 

bertabap pada Tabun Anggaran berjalan dengan ketentuan: 
a. Tahap I (kesatu) sebersar SOo/o (lima puluh per seratus) pada bulan April; dan 
b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada bulan Agustus. 

(2) Penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah secara bertabap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah. 

BAB VIIJ 
MEKAMSME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

d. Bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang 
dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD 
yang pendiriannya ditetapkan dengan Kepu tusan Kepala Desa. 

Ketua Rp75.000,00 / Bulan 
Wakil Ketua Rp60.000,00/Bulan 
Selcretaris RpS0.000,00/Bulan 
Bendahara RpS0.000,00/Bulan 
Ketua Pokja Rp45.000.00/Bulan 
Ketua Posyandu Rp45.000,00 I Bulan 

c. Bantuan Honorium PKK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 



Pasal 20 
(1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap II (kedua) kepada 

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat 
untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan 
melampirkan: 
a. laporan Realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa; 
b. rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa; 
c. bukti Saldo Akhir Rekening Kasa Desa yang ditunjukkan melalui foto copy 

buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank; 
d. foto pelaksanaan kegiatan Tahap I (kesatu); 
e. laporan Kekayaan Aset Desa; 
f. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB); 
g. rekomendasi Pelaksanaan Pengentrian Profil Desa dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa); 
h. Berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan kepada BPD; dan 
i. Surat Keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lnspektorat 

Tahun sebelumnya. 
(2) Laporan Realisasi Kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi 

Laporan Realisasi kegiatan sampai dengan bulan Juni dan disampaikan paling 
lam.bat tanggal 10 bulan Juli Tahun berjalan. 

(3) Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan ADD dan Bagi Hasil 
Pajak dan Retibusi Daerah Tahap I (kesatu) telah digunakan minimal sebesar 
80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Dana yang diterima pada Tahap I 
(kesatu). 

(4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah 
menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi dimaksud. 

(5) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Pencairan Alokasi Dana Desa 

Pasal 21 
( 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas 

kelengkapan permohononan sebagai beriku t : 
a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pencairan; 
b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syararat, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan penerima ADD dan Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan atau memperbaiki; 
dan 

c. setelah persyaratan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan 
lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kerinci menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh 

h. surat emyataan Fakta Integritas tanggung jawab mutlak untuk penggunaan 
Alokasi Dana Desa; 

i, laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya 
yang diketahui oleh Camat; dan 

J. ceklis hasil Verifikasi. 



Pasal 24 
(1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

Pasal 23 
Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya, dan 
menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening Pajak, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Repala Dmas Pemoeraayaan Masyarakat dan Desa. 
(2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara 

pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendabara Umum Daerah/ 
pengguna anggaran melalui PPK SKPD. 

(3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta pesyaratan administrasi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, 
menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum 
Daerah/pengguna anggaran untuk ditandatangani. 

(4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. 
(5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang 

ditunjuk. 
(6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas 

penggunaan Dana yang diterimanya susai dengan Peraturan Perundang 
undangan. 

Paragraf 4 
Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Pasal 22 
(1) Set:iap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerab 

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Bara Jasa 
di Desa sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

(3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan 
berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukt:i dimaksud. 

(4) Pengeluaran kas t:idak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di 
forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/ atau pelaksana kegiatan 
dan dibukt:ikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan. 

(6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
yang disimpan/ diarsipkan di Desa berupa: 
a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana. 
b. kwitansi pembayaran. 
c. foto perkembangan kegiatan 0°/o (nol per seratus), 50% (lima puluh per 

seratus) dan 100°/o (seratus per seratus). 
d. data pendukung berupa beriata acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota 

pembelian. 
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang 

ada di Desa diketahui oleh Pendamping Desa, Kepala Desa dan BPD. 
f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat 

dan/ a tau BPD melalui musyawarah Desa. 



Pasal 29 
Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
meliputi: 

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal 28 
(1) Dalam rangka pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di 

tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan Kabupaten dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat 
kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Camat. 

Pasal 27 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 
ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan 
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 
(1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang 

tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD 
dan/ a tau masyarakat. 

(2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana 
maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan 
dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan. 

(3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diinformasikan melalui papan informasi dan / a tau media 
lain dimasing-masing Dusun. 

(4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 
Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, 
dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut 
dikembalikan ke kas Desa. 

(2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang 
disimpan di Desa. 

(3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan 
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas 
pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



BABX 
Bagian Kesatu 

Penghargaan (Reward) 

Pasal 30 
(1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berhasil dalam 

pengelolaan dan penggunaan dana bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah. 

(2) Penilaian keberhasilan dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten dengan 
menggunakan indikator tertentu. 

(3) Jndikator Penilaian sebagaimana terebut pada ayat (2) yaitu: 
a. tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa (tepat waktu dalam 

penyampaian SPJ); 
b. kegiatan yang didanai sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam 

APBDesa; 
c. realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan; 
d. berkurangnya angka kemiskinan dan penerima raskin; 
e. menggali dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa; 
f. realisasi penerimaan PBB tepat waktu dan mencapai target lOOo/o (seratus per 

seratus) dan; 
g. berprestasi membawa nama baik Kabupaten di tingkat provinsi dan nasional. 

(4) Bagi 10 (sepuluh) Desa yang mendapat pretasi dalarn pelaksanaan ADD dan 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diberikan reward berupa penambahan pagu ADD dan Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2019. 

Bagian Kedua 
Sanksi 

Pasal 31 
(1) Desa yang pencairannya tidak dapat mencapai lOOo/o (seratus per seratus) 

dan/atau terlambat dalam penyarnpaian pertanggung jawaban keuangan maka 
untuk ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 akan 
dikurangi sebanyak 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa 
Tahun 2018. 

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak/ atau terlambat menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan 
sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 

a. pengawasan= dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan ~ 
pengelolaan keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas 
PTPKD dan Tim Pelaksanaan kegiatan. 

b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja 
Pemerintah Desa dan transparansi. 

c. pengawasan fungsional dilakukan oleh istansi yang berwenang, yakni 
melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana 
Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban 
pengelolaan keuangan Desa. 

d. pengawasan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan hasil 
pengawasan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci. 
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BAB XI 
PENUTUP 
Pasal 32 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa 
dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah 
Kabupaten Tabun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan 
surut sejak tanggal 10 Januari 2018. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

-~ flffa_Wf1e.fl.1l:if: atannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

(3) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 
secara partisipatif, teransparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi 
penyirnpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Basil Pajak dan 
Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian 
dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, 
maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa 
pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SILPA. 

(5) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan 
ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya. 

(6) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam 
pelaksanaan penggunaan keuangan Desa. 


	img001
	img002
	img003
	img004
	img005
	img006
	img007
	img008
	img009
	img010
	img011
	img012
	img013
	img014
	img015



